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ABSTRAK 
 
 
 Cindy Triana Sardju (B121 12 123)  Pelaksanaan Kewajiban 
Penyelenggaraan Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara Di Kota Makassar, dibimbing oleh H. 
Muhammad Djafar Saidi. selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan pembukuan serta sanksi yang dapat 
diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara di Kota Makassar. 
 Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa terkait kewajiban 
pelaksanaan pembukuan oleh wajib pajak badan sudah terlaksana. Dalam 
penyusunan pembukuan setiap wajib pajak memperhatikan beberapa syarat yang 
telah ditentukan, seperti harus dengan memperhatikan iktikad baik dan harus 
sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan tersebut, 
pembukuannnya harus diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf Latin, 
angka Arab, menggunakan satuan mata uang Rupiah dan harus disusun dalam 
bahasa Indonesia. Dengan menyusun pembukuan tersebut, wajib pajak merasa 
sangat dipermudah ketika wajib pajak akan menyusun laporan pajaknya.Terkait 
wajib pajak yang pernah diperiksa, karena ditemukannya indikasi ketidaksesuaian 
antara laporan dan pembukuan, petugas pemeriksa pajak tersebut hanya 
memberikan peringatan awal untuk memperbaiki kembali pembukuannya bagi 
wajib pajak tersebut, dimana dengan peringatan awal tersebut wajib pajak harus 
mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki pembukuan yang dibuatnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling 
besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan 
pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar 
pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan 
pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha 
memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari 
Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran 
aktif dari para wajib pajak itu sendiri.1 Mengingat begitu pentingnya peranan 
pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah 
melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukan self assesment system. 
Self Assesment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, 
menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 
yang menjadi kewajiban mereka. 
Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 
melaksanakan pembangunaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak adalah 
                                                        
1 Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap kepatuhan 
WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 
Akuntansi, Vol.1, Nomor 3 September 2013, hlm. 999-1008. 
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penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pengeluaran rutin dan pembangunan 
tersebut untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.2 
Menurut S.I Djajadiningrat, pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat 
untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapretasi secara langsung, 
untuk memelihara kesejahteraan umum.3 
Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem self assesment 
memberikan kepercayaan kepada wajib pajak salah satunya untuk menghitung 
dan memperhitungkan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat menghitung dan 
juga memperhitungkan kewajiban perpajakannya dengan benar maka wajib 
pajak harus mempunyai catatan atas semua transaksi usaha yang 
dilakukannya.4Dalam Pasal 28 ayat (1)  Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib 
pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Adapun yang 
dimaksud pembukuan berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP 
adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
                                                        
2Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Penerbit 
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.1. 
3Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari, “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 
21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 
S.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, 2013, hlm. 231-250. 
4http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20189-edukasi-
pembukuan-bagi-wajib-pajak 
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modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 
Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga menjelaskan 
bahwa “setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk 
menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya 
tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan 
perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan 
yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan 
kewajibannya”. 
Pembukuan atau pencatatan merupakan hal yang sangat penting bagi 
pengusaha termasuk untuk keperluan perpajakan. Pada dasarnya semua wajib 
pajak tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan karena Pasal 28 ayat (1) 
Undang – Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan mewajibkan wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan 
wajib pajak badan di dalam negeri untuk menyelenggarakan pembukuan.  
Pembukuan sekurang–kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian 
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan 
pembukuan yang diselenggarakan, maka dapat dihitung besarnya pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah 
atau jumlah pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
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kendaraan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan.5 
Pembukuan wajib diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim 
digunakan di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntasi keuangan, 
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang–undangan 
perpajakan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak boleh 
dikesampingkan karena merupakan perintah yang lahir dari hukum pajak. 
Pada saat ini pelaksanaan kewajiban pembukuan masih kurang 
dilaksanakan oleh para wajib pajak. Pelaksanaan pembukuan yang memang 
tidak mudah membuat para wajib pajak kurang melaksanakan kewajiban 
pembukuan tersebut padahal dalam perpajakan menghendaki agar wajib pajak 
menyelenggarakan pembukuan. Pelaksanaan pembukuan juga dianggap 
memberatkan wajib pajak karena terbatasnya dana dan kompetensi Sumber 
Daya Manusia (SDM) dibidang pembukuan.6 
Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksnakan pembukuan juga 
disebabkan karena tidak tersedianya waktu dan tenaga, tempat menyimpan 
dokumen pembukuan atau pencatatan, kemampuan melaksanakan pembukuan, 
skala bisnis dan sistem penjualan, tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya 
bimbingan pemeriksa, sosialisasi peraturan perpajakan, kesederhanaan 
                                                        
5Muhammmad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, Kejahatan di Bidang Perpajakan, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 66 
6http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20189-edukasi-
pembukuan-bagi-wajib-pajak 
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peraturan dan penerapannya serta  kurangnya tenaga ahli atau konsultan pajak 
di Cianjur.7 
Untuk memahami dan mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan 
tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam kewajiban 
penyelenggaraan pembukuan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 
terkait “Pelaksanaan Kewajiban Penyelenggaraan Pembukuan Bagi Wajib 
Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Di 
Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, 
maka penulis mengambil rumusan masalah, sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pembukuan wajib pajak badan dalam lingkup 
kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara ? 
2. Apakah sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak badan yang tidak 
melaksanakan pembukuan? 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembukuan wajib pajak badan dalam 
lingkup kantor pelayanan pajak Makassar Utara. 
                                                        
7Bayu Agung Sriyono,Abstrak, Hambatan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Memenuhi Kewajiban 
Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cianjur, 
Perpustakaan Universitas Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang akan diberikan bagi wajib 
pajak badan yang tidak melaksanakan pembukuan. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan pajak bagi 
wajib pajak badan.  
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang 
bertanggung jawab terkait perpajakan agar lebih memperhatikan kewajiban 
para wajib pajak dalam hal pelaksanaan pembukuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Pajak 
1. Pengertian 
Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas 
dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang 
berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat 
kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan 
wajib pajak yang memuat sanksi hukum.8 
Pengertian hukum pajak memiliki pengertian yang beranekaragam 
berdasarkan sudut pemahaman bagi yang merumuskannya, seperti Rochmat 
Soemitro mengemukakan hukum pajak ialah: 
“Suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah 
sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”.9 
 
R. Santoso Brotodihardjo mendefinisikan hukum pajak ialah: 
“Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya 
kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia 
merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan 
hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang 
berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak”.10 
 
Dalam definisi menurut Santoso Brotodihardjo lebih memfokuskan pada 
fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi 
                                                        
8M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1. 
9Ibid, hlm. 2. 
10Santoso Brotodihardjo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, hlm. 1. 
8 
 
lainnya yaitu fungsi mengatur.11Erly Suandy mengatakan bahwa hukum 
pajak merupakan: 
“Bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa 
sebagai pemungut pajak dengan rakyat segai pembayar pajak (wajib 
pajak)”.12 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tidak 
ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya 
sebagai “ketentuan umum” bagi peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang lain.  
2. Sumber Hukum Pajak 
Walaupun hukum pajak merupakan bagian ilmu hukum, hukum pajak 
tidak mengenal sumber hukum yang tidak tertulis, karena berdasarkan 
pengertian hukum pajak, kaidah hukum pajak hanya lahir karena tertulis dan 
tidak dilakukan secara kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan sebagai 
sumber hukum pada umumnya tidak dikenal dalam hukum pajak. 
Sumber hukum yang dimiliki oleh hukum pajak hanya bersumber pada 
sumber hukum tertulis yang berkaitan dibidang perpajakan karena 
keberadaan hukum pajak hanya didukung oleh peraturan perundang-
undangan perpajakan sebagai produk legislatif dan ditindaklanjuti oleh 
pihak eksekutif dan yudikatif dalam rangka penegakannya. Pancasila 
sebagai sumber hukum dasar nasional yang menjiwai peraturan perundang-
                                                        
11Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Penerbit 
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 8. 
12M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3. 
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undangan dibidang perpajakan sehingga memegang peranan penting dalam 
pengembangan sumber hukum tertulis. Pancasila merupakan tolak ukur 
untuk menentukan kebenaran substansi hukum yang terkandung dalam 
sumber hukum pajak yang bersifat tertulis  adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945); 
2. Perjanjian di bidang pajak; 
3. Yurisprudensi di bidang pajak; dan 
4. Doktrin di bidang pajak.13 
Keempat sumber hukum pajak tersebut memiliki kedudukan dan 
substansi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber hukum 
pajak yang bersifat tertulis dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebelum di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), 
ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang 
berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-
undang”. Pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah ditetapkan 
berbagai Undang-undang pajak, baik yang hanya sekedar memuat ketentuan 
formal, ketentuan materiil, maupun gabungan antara ketentuan formal dan 
ketentuan materiil. Adapun Undang-undang pajak yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
                                                        
13M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5. 
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a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah kedua kalinya, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP); 
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh); 
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 ( UU PPN); 
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1995 ( UU PBB); 
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1994 ( UU BM); 
f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 ( UU BPHTB); 
g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 
KPB); 
h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU CK); 
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i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (UU BPSP); 
j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (UU PDRD); 
k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa sebagiamana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPDSP).14 
Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami 
perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 
Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-
undang Pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai 
pengubah Undang-undang Pajak. Adapun Undang-undang Pajak dalam 
kedudukan sebagai pengganti adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(UU PENJAK) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; 
                                                        
14M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7. 
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b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.15 
Sementara itu, Undang-undang Pajak dalam kedudukan sebagai 
pengubah adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai; 
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 
d. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
telah diubah ketiga kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; 
e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
ketiga kalinya, terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 
                                                        
15M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rawajali Pers, Jakarta, hlm.9. 
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tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah.16 
2. Perjanjian di Bidang Pajak 
Perjanjian dapat pula disebut sebagai traktat yang diadakan oleh dua 
pihak atau lebih, maupun antara dua negara atau lebih, yakni sebagai 
sumber hukum pada umumnya. Dalam hukum pajak, perjanjian perpajakan 
adalah sumber hukum pajak yang tertulis sebagai hasil perjanjian dua 
negara atau lebih.17 Perjanjian perpajakan bertujuan untuk mencegah 
terjadinya pajak ganda internasional yang menimbulkan beban tinggi 
terhadap wajib pajak. 
3. Yurisprudensi di Bidang Pajak 
Yurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara 
pajak yang meliputi sengketa pajak dan delik hukum pajak yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap. 
4. Doktrin di Bidang Pajak 
Doktrin atau pendapat pakar hukum merupakan sumber hukum pada 
umumnya. Doktrin perpajakan hanya dapat lahir karena pendapat pakar 
hukum pajak dan bukan pakar hukum pada umumnya, seperti pakar hukum 
pidana atau pakar hukum perdata. Ketika ahli hukum pidana atau pakar 
hukum perdata berbicara tentang hukum pajak dapat menimbulkan 
permasalahan hukum ke depan. 
 
                                                        
16M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10. 
17Ibid, hlm. 11. 
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3. Tujuan Hukum Pajak 
Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan 
keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk 
kaidah hukum tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. 
Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara 
sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, 
kemanfaatan, atau kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum pajak tidak hanya 
sekadar tertulis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam Undang-undang 
Pajak, harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-
betul merupakan hukum fungsional yang mengabdi kepada negara sebagai 
negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, atau 
kepastian hukum bagi wajib pajak. 
Tujuan hukum pajak berupa keadilan dapat tercermin dalam pengenaan 
pajak atau tidak kepada wajib pajak, karena dianggap memiliki objek pajak, 
tetapi tidak tergolong sebagai objek kena pajak berarti wajib pajak yang 
bersangkutan tidak kena pajak.Kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak 
tercermin dari penggunaan pajak untuk membiayai pemerintahan dan 
pembangunan dalam upaya mengurangi batas pemisah antara orang kaya 
dengan orang miskin.18 Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat 
diterapkan dalam hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaian sengketa 
pajak.19 
 
                                                        
18M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22. 
19Ibid  
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4. Ruang Lingkup Hukum Pajak 
Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, memiliki ruang lingkup 
berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari berlakunya, 
hukum pajak dibedakan atas hukum pajak nasional dan hukum pajak 
internasional. Ditinjau dari materinya, hukum pajak dibedakan atas hukum 
pajak materiil dan hukum pajak formal. 
Hukum pajak nasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh suatu 
negara dan berlaku dalam wilayah negara yang menetapkannya. Hukum 
pajak internasional adalah hukum pajak yang ditetapkan oleh dua negara 
atau lebih dan berlaku pada wilayah yang terikat dari perjanjian yang 
diadakan untuk itu.20 Menurut Erly Suandy, hukum pajak internasional 
dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah pajak yang berdasarkan 
hukum antarnegara seperti traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan lain 
sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim 
diterima baik oleh negara-negara, mempunyai tujuan mengatur soal 
perpajakan antara negara-negara yang saling mempunyai kepentingan.21 
Hukum pajak internasional dalam arti luas adalah keseluruhan kaidah, baik 
yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum 
pajak yang diterima baik oleh negara-negara maupun kaidah-kaidah 
nasional yang mempunyai objek pengenaan pajak sehingga dapat 
                                                        
20Ibid, hlm. 23. 
21Ibid, hlm. 24. 
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ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, halmana mungkin dapat 
menimbulkan bentrokan hukum antardua negara atau lebih.22 
Hukum pajak materiil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur 
tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa 
hukum yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar 
pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak.23 Hukum pajak 
formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur tentang bagaimana 
cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pajak materiil.24 
B. Pajak 
1. Pengertian 
Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea masuk dan cukai, dan pajak 
yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Sementara, pajak dalam arti sempit adalah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat (tanpa bea materai, bea masuk dan cukai) 
dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dibidang pajak daerah. 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
                                                        
22M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24. 
23Ibid  
24Ibid, hlm. 25. 
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keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.25 Mr. Dr. NJ. 
Feldman dalam bukunya De Over Heidmiddelen Van Indonesia 
mengartikan pajak adalah: 
“Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha 
(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya 
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum”.26 
Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 
berjudul Pajak Berdasarkan Azaz Gotong Royong menyatakan pajak adalah: 
“Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapat kesejahteraan umum”.27 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Bohari menyatakan 
bahwa pajak adalah:  
”Suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan 
(pendapatan) kepada negara, dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik 
sebagian daya beli rakyat untuk negara”.28 
                                                        
25Anonim, 2011, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 
Jakarta, hlm. 3. 
26Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Penerbit 
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.9. 
27Ibid 
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Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah: 
“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”.29 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: 
a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak 
hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d.  Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan: 
“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan”.30 
Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan 
suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 
                                                                                                                                                        
28M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 28. 
29Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 1. 
30Thomas Sumarsan, 2014, Perpajakan Indonesia Edisi 3 Pedoman Perpajakan yang Lengkap 
Berdasarkan Undang-undang Terbaru, Indeks, Jakarta Barat, hlm. 3. 
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menyebabkan timbulnya kewajiban negara untuk menyetorkan sejumlah 
penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk 
memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan 
bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga 
menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul 
pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 
Pajak adalah perikatan oleh wajib pajak dengan negara tanpa 
tegenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya 
dapat dipaksakan. Sebenarnya, pajak merupakan perikatan yang lahir dari 
undang-undang yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak 
berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili 
negara dan tidak ada tegenprestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat 
yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek 
penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi 
maupun sanksi pidana. 
2. Jenis Pajak 
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia 
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak 
pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam 
hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian 
Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 
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Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.31 
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan 
dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.32 
Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan 
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah 
atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.33 
3. Manfaat Pajak 
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau 
keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan 
dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan 
negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat 
dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai 
sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 
Pembangunansarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 
sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang 
berasal dari pajak. 
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan 
rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat 
                                                        
31Anonim, 2011, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 
Jakarta, hlm. 4. 
32Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Penerbit 
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 44. 
33Ibid  
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dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau 
pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang 
berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang 
yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke 
luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan 
demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi 
sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan 
pembiayaan pembangunan. 
Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan), pajak juga 
melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang 
mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat 
yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar 
merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. 
Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam 
masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. 
C. Wajib Pajak Badan 
1. Pengertian 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan 
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bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak,dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.34 
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 3, badan adalah sekumpulan orang dan 
atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.35 
Wajib pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan 
kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
 
                                                        
34Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
35Ibid  
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2. Pengelompokkan Wajib Pajak Badan 
  Badan sebagai wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus badan 
hukum, atau badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada 
hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. Badan yang tidak 
berstatus badan hukum adalah badan usaha bisnis yang dimiliki oleh dua 
orang atau lebih, yang melakukan usaha modal bersama (dalam istilah bisnis 
disebut partnership), untuk mencapai tujuan usaha tertentu. Contoh badan 
usaha yang tidak berstatus badan hukum seperti CV (commanditaire 
vennootschap).36 
  Badan usaha berstatus badan hukum publik adalah suatu badan usaha 
yang didirikan, dimana saling berhubungan dan berkaitan langsung dengan 
negara. Contoh badan usaha berstatus badan hukum seperti BUMN, BUMD, 
BI, BNI. Badan usaha berstatus badan hukum privat adalah suatu badan 
yang dimana terdiri atas beberapa orang yang berkumpul untuk mengadakan 
kerjasama membentuk suatu badan usaha. Contoh badan usaha berstatus 
badan hukum privat seperti PT, Yayasan, Koperasi. 
3. Kewajiban Wajib Pajak Badan 
Wajib pajak adalah subjek hukum dalam konteks hukum pajak karena 
telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. 
Sebagai subjek hukum, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban 
yang tersebar dalam Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan-
ketentuan yang bersifat formal. Apabila kewajiban yang dibebankan kepada 
                                                        
36Alfian Malik, 2010, Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi, Penerbit Andi, Yogyakarta,  
hlm. 48. 
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wajib pajak tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi hukum, yang 
meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan serta sanksi 
pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pajak.37 
Adapun kewajiban wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan, sebagai berikut: 
1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanganperpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat inggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberiakn Nomor Pokok 
Wajib Pajak. 
2. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, 
wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
3. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 
                                                        
37M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 59. 
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menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
4. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 
mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain 
Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
5. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Surat 
Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus 
atau direksi. 
6. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain 
yang diperlukan untuk menghitung besarny Penghasilan Kena Pajak. 
7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
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8. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 
9. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan 
pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam 
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan 
disampaikan. 
10. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 
11. Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau 
meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang 
pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan, dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.38 
Kewajiban dari wajib pajak badan sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 
                                                        
38Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Fungsi nomor 
pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib 
pajak. 
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 
pengusaha, dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan keputusan pengukuhan 
pengusaha kena pajak.  
3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat-tempat yang 
ditetapkan oleh pejabat pajak yang mudah dijangkau oleh wajib pajak. 
4. Mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani sendiri 
surat pemberitahuan dan kemudian mengembalikan ke Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 
5. Membuat faktur pajak merupakan kewajiban pengusaha kena pajak. 
6. Membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan oleh 
undang-undang. 
7. Pajak yang terutang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 
8. Menyelenggarakan dan/atau memperlihatkan pembukuan atau 
pencatatan-pencatatan maupun data-data yang diperlukan oleh 
pemeriksa pajak. 
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9. Memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan 
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu. 
10. Menunjuk wakil bagi wajib pajak badan yang bertanggung jawab 
tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan.39 
4. Hak Wajib Pajak Badan 
 Wajib pajak mempunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak 
administrasi pajak. Hak-hak wajib pajak dapat digunakan atau dimanfaatkan 
pada saat-saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi 
pajak, wajib pajak dapat mengajukan masalah ini kehadapan pejabata atasan 
orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukannya ke hadapan 
lembaga peradilan pajak. 
Adapun hak dari wajib pajakdalam perpajakan, yaitu: 
1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak; 
2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan; 
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali; 
4. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak; 
5. Hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran; 
6. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan; 
7. Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25; 
8. Hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan); 
9. Hak untuk pembebasan pajak; 
10. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah; 
                                                        
39M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 61-62. 
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11. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.40 
Hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan: 
1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal 
pemeriksa; 
2. Meminta tindasan surat perintah pemeriksaan pajak; 
3. Menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan 
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan; 
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan; 
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta 
dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak; 
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil 
pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-
koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah 
disampaikan; 
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada 
pihak lain yang tidak berhak; 
8. Memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabilan pemeriksa 
pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.41 
 
                                                        
40Anonim, 2011, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 
Jakarta, hlm. 44. 
 
41Thomas Sumarsan, 2014, Perpajakan Indonesia Edisi 3 Pedoman Perpajakan yang Lengkap 
Berdasarkan Undang-undang Terbaru, Indeks, Jakarta Barat, hlm. 95. 
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D. Pembukuan 
1. Pengertian Pembukuan 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak 
berakhir.42 
Pembukuan merupakan instrumen hukum pajak yang wajib 
diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di 
Indonesia. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tidak boleh 
dikesampingkan karena merupakan perintah yang lahir dari hukum pajak. 
Kewajiban ini menimbulkan konsekuensi berupa kepatuhan atau 
ketidakpatuhan untuk melaksanakan perintah itu. Sekalipun merupakan 
perintah yang lahir dari hukum pajak, kadangkala masih ada wajib pajak 
yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Sebenarnya, pembukuan itu 
sangat diperlukan untuk mengetahui tahap perkembangan suatu usaha atau 
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. 
Ketika wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, 
tetapi tidak dilaksanakan karena kealpaannya tetapi dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara berarti negara merupakan korban dari 
kejahatan ini. Sekalipun negara menjadi korban, tetapi tidak boleh 
                                                        
42M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 281. 
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dipandang sebagai suatu delik pajak karena salah satu untuk tidak terpenuhi 
adalah “dengan sengaja” tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia. 
Dengan demikian, tindakan wajib pajak tersebut tidak boleh dipidana karena 
salah satu unsur delik pajak tidak terpenuhi berdasarkan Pasal 39 ayat (1) 
huruf g Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.43 
2. Yang Wajib Melakukan Pembukuan 
Terkait Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan 
pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan tidak berlaku mutlak bagi wajib pajak 
karena berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan terdapat dua golongan wajib pajak yang 
diperkenankan melakukan pencatatan (bukan pembukuan) seluruh 
kegiatannya.44 
Adapun kedua golongan wajib pajak adalah : 
1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan 
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; 
                                                        
43Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2012, Kejahatan Di Bidang Perpajakan, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm.75. 
44M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 282. 
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2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas.45 
Pembukuan atau pencatatan diwajibkan pula kepada wajib pajak daerah 
sebagaimana diatur pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet 
paling sedikit tiga ratus juta rupiah pertahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan. Kemudian, wajib pajak yang tidak diwajibkan 
menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan adalah: 
1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat 
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; 
2. Wajib pajak daerah yang melakukan usaha dengan omzet tidak cukup 
Rp300.000.000,00; 
3. Wajib pajak daerah yang tidak melakukan usaha.46 
Pembukuan maupun pencatatan merupakan petunjuk bagi wajib pajak 
untuk menentukan jumlah pajak yang terutang atau dijadikan dasar 
pengenaan pajak yang terutang.47 
3. Dasar Hukum Pembukuan 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 
2. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan 
hak dan pemenuhan kewajiban pembukuan. 
                                                        
45Ibid  
46Ibid  
47Ibid, hal. 283. 
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3. KMK-543/KMK.04/2000 tentang penggunaan bahasa asing dalam 
pembukuan atau pencatatan wajib pajak. 
4. PMK-24/PMK.011/2012 tentang perubahan atas PMK-
196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan 
menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta 
kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.  
5. PER-11/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-10/PJ/2012 
tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, dan 
pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 
bahasa Inggris dan satuan mata uang dollar Amerika Serikat.48 
4. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan. 
Berdasarkan KMK-543/KMK.04/2000 tentang penggunaan bahasa asing 
dalam pembukuan atau pencatatan wajib pajak dijelaskan bahwa: 
1. Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pembukuan atau pencatatan 
Wajib Pajak adalah bahasa Inggris. 
2. Wajib Pajak yang akan menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuan 
atau pencatatannya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 3 
(tiga) bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam 
bahasa Inggris tersebut. 
                                                        
48http://dokterpajak.com/pembukuan 
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3. Wajib Pajak yang akan menggunakan bahasa Inggris tetap berkewajiban 
mengisi Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dalam bahasa 
Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan. 
4. Wajib Pajak yang telah memberitahukan untuk menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris sebelum berlakunya 
Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak perlu menyampaikan 
pemberitahuan baru. 
Wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau 
melakukan pencatatan, terlebih dahulu harus menaati syarat–syarat yang 
ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar pembukuan atau pencatatan yang 
dibuatnya tidak bertentangan dengan syarat–syarat tersebut.: 
1. Diselenggarakan dengan memerhatikan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; 
2. Diselenggarakan di Indonesia; 
3. Menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah; dan 
4. Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan 
oleh menteri keuangan.49 
 
 
 
 
                                                        
49M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta,hal. 283. 
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Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan: 
1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; 
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka 
arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau 
dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan; 
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau 
stelsel kas; 
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain 
Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin 
Menteri Keuangan; 
5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus 
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak; 
6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, 
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang; 
7. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta 
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan ushaa atau pekerjaan 
bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.50 
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel 
akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau 
tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 
                                                        
50Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 81. 
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Pembukuan sekurang–kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, 
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dokumen–dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak wajib 
disimpan selama sepuluh tahun.51 
Terhadap bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan atau kepala 
daerah hanya tertuju pada bahasa Inggris. Dalam arti, bahwa bahasa asing 
selain bahasa Inggris dilarang digunakan dalam penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan.52 Wajib pajak yang menggunakan bahasa 
Inggris dalam pembukuan atau pencatatannya wajib menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak atau pada kantor 
kepala daerah tempat wajib pajak terdaftar, paling lama tiga bulan setelah 
dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut. 
Jika suatu pembukuan atau pencatatan meenggunakan bahasa asing selain 
bahasa Inggris berarti pembukuan atau pencatatan tersebut adalah batal 
demi hukum atau setidak–tidaknya dapat dibatalkan karena melanggar 
syarat–syarat yang telah ditentukan.53 
Berdasarkan pembukuan yang diselenggarakan, maka dapat dihitung 
besarnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan 
                                                        
51Thomas Sumarsan, SE, MM, 2015, Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap 
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atas barang mewah atau jumlah pajak daerah, seperti pajak kendaraan 
bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 
dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat mengenai: 
1. Jumlah harga perolehan atau nilai impor; 
2. Jumlah harga jual atau nilai ekspor; 
3. Jumlah harga jual dan barang yang dikenakan pajak penjualan atas 
barang mewah; 
4. Jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud 
dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan 
jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan 
5. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat 
dikreditkan.54 
Pembukuan wajib diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim 
digunakan di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan perpajakan 
yang berlaku.55 Berbeda halnya dengan pencatatan yang tidak terikat pada 
standar akuntansi keuangan karena hanya memuat data yang dikumpulkan 
secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan 
bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk 
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penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang 
bersifat final. Pencatatan oleh wajib pajak orang pribadi yang hanya 
menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya 
hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto 
yang merupakan objek pajak penghasilan. 
5. Prinsip Pembukuan 
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas  konsisten dan 
dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dalam arti, prinsip taat asas dan 
dengan stelsel akrual atau stelsel kas tidak berlaku bagi pencatatan yang 
dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.56 Prinsip taat asas adalah 
prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun – 
tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.57 Prinsip 
taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan: 
a. stelsel pengakuan penghasilan, apakah penghasilan diakui pada saat 
dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan 
penghasilan; 
b. stelsel pengakuan biaya, apakah beban diakui setelah dilakukan 
pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban; 
c. tahun buku, yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai dengan 
Desember; 
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d. metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode 
pencatatan penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan yang 
digunakan perusahaan A adalah metode FIFO (First In First Out) maka 
untuk selanjutnya dianjurkan untuk selalu konsisten menggunakan 
metode penilaian persediaan FIFO ini, sehingga PT. A tidak dianjurkan 
untuk menggunakan metode rata – rata (Average); atau 
e. metode penyusutan dan amortisasi.58 
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya 
dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada 
waktu terutang.59 Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan 
kapan biaya itu dibayar tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual 
adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode presentase tindak 
penyelesaian pekerjaan yang umumnya digunakan dibidang konstruksi dan 
metode lainnya yang digunakan di bidang usaha tertentu, seperti Build 
Operate anda Transfer (BOT), Real Estate, dan lain – lain.60 
Stelsel kas (stelsel campuran) adalah suatu metode yang 
penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang 
dibayar secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan dapat dianggap 
sebagai penghasilan, tatkala benar–benar telah diterima secara tunai dalam 
suatu periode tertentu, serta biaya dapat dianggap sebagai biaya, bila benar–
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benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.61 Stelsel kas 
biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan 
jasa, misalnya transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktu antara 
penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. 
Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa 
ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya–
biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya kegiatan 
lainnya. 
Penggunaan stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang 
mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun 
ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan pajak penghasilan 
dalam penggunaan stelsel kas harus memerhatikan hal–hal antara lain: 
a. penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi 
seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan tunai. Dalam 
menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh 
pembelian dan persediaan; 
b. dalam memperoleh data yang dapat disusutkan dan hak–hak yang dapat 
diamortisasi, biaya–biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya 
dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi; 
c. penggunaan stelsel kas harus dilakukan secara taat asas.62 
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Pada dasarnya metode–metode pembukuan yang dianut harus taat asas, 
yaitu harus sama dengan tahun–tahun sebelumnya, misalnya dalam 
penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau 
akrual), metode penyusunan aktiva tetap, metode penilaian persediaan dan 
sebagainya.63 Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih 
dimungkinkan dengan persyaratan telah mendapat persetujuan dari pejabat 
pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah. Perubahan 
metode pembukuan harus diajukan kepada pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah sebelum dimulainya tahun buku 
yang bersangkutan. Perubahan ini dilakukan dengan menyampaikan alasan-
alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat–akibat yang mungkin 
timbul dari perubahan tersebut. 
6. Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah 
Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan 
satuan mata uang Dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih 
dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib 
pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dalam rangka kontraktor 
kontrak kerja sama.64 
Dasar hukumnya adalah Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007; 
                                                        
63M. Djafar Saidi, 2011, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 287. 
64Thomas Sumarsan, SE, MM, 2015, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap 
Berdasarkan Undang – undang Terbaru, PT Indeks, Jakarta Barat, hlm. 84. 
42 
 
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang 
Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1961/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
Badan dan PER-11/PJ/2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, 
Pemberian, dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan 
Menggunakan Bahasa Inggris Dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika 
Serikat.65 
Izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk menggunakan bahasa Inggris 
dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dapat diperoleh wajib pajak 
dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, 
paling lambat 3 (tiga) bulan: 
a. Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau 
b. Sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru untuk bagian tahun pajak  
atau tahun pajak pertama.66 
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan 
keputusan atas permohonan wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak 
permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka 
waktu telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah belum memberikan 
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keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor 
Wilayah atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian 
izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.67 
E. Sanksi  
1. Pengertian 
 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa 
sanksi adalah pengesahan; peneguhan; tanggungan (tindakan-tindakan 
hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau 
menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan dan 
sebagainya) tindakan-tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) 
sebagai hukuman pada suatu negara; imbalan negatif, yaitu imbalan yang 
berupa pembebasan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; 
imbalan positif, yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang 
ditentukan dalam hukum. 
2. Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan 
a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang 
ditetapkan dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) ditambah sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh Pasal 
29 ditambah kenaikan sebesar 50%. 
b. Setiap orang yang dengan sengaja: 
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1). Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya; 
2). Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, 
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau 
dokumen lain; 
3). Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 
diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia.68 
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) 
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana 
dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya 
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.69 
3. Sanksi Perpajakan 
 Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 
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merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar 
norma perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 
Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran 
suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, 
ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam 
dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.70 
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, 
khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana 
merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhri atau benteng 
hukun yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.71 
Sanksi administrasi diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi 
tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan 
jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus 
dibayar oleh wajib pajak.72 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah di Kota Makassar dengan sasaran penelitian 
bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
B. Metode Pendekatan 
 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 
dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat 
secara langsung penerapan perundang-undangan, serta melakukan wawancara 
dengan beberapa responden diantaranya 5 orang pegawai pajak Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan 15 Wajib Pajak Badan (terdiri 
dari 3 badan yang berbadan hukum privat dan 12 badan yang tidak berbadan 
hukum) yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 
penegakan hukum tersebut. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dlam penelitian ini sesusai dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi 
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ini yaitu beberapa wajib pajak dan beberapa pegawai di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara di Kota Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui badan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai 
hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi 
dimasyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan pengumpulan data yang berupa: 
1) Penelitian Pustaka (Library Research)  
 Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca 
berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dari berbagai sumber lain yang 
mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. 
2) Penelitian Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara di Kota Makassar. 
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E. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang 
telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan : 
1) Identifikasi  
Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 
dengan kewajiban pelaksanaan pembukuan bagi wajib pajak daerah. 
2) Editing  
Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan 
para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 
apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 
3) Klasifikasi Data  
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis 
sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  
4) Sistematisasi Data  
Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 
data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.  
5) Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 
secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan 
yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. 
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F. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan 
dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan 
data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang 
tersusun secara terinci dan sistematis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara  
Tabel.1 Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan yang Wajib SPT Pada 
Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Tahun 2015. 
 Wajib Pajak  
Wajib Pajak 
Terdaftar 
Wajib SPT Total SPT yang 
Masuk 
Total   38.551,000 
Badan 11.478,000 5.112,000 2.933,000 
Orang Pribadi 
Karyawan 
92.863,000 64.076,000 31.035,000 
Orang Pribadi 
Non Karyawan 
24.929,000 8.659,000 4.583,000 
Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara di Kota Makassar. 
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk 
jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2015 adalah 11.478, dan 
terkait total SPT yang masuk dari Wajib Pajak Badan hanya 2.933 dari total 
seharusnya yang Wajib SPT sejumlah 5.112. Sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa masih ada wajib pajak badan yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap 
kepatuhan pelaporan SPTnya.Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, 
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dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang Wajib SPT tidak seimbang dengan 
total jumlah Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, hal itu menjelaskan bahwa ada 
beberapa wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban  melapor SPT. Wajib 
pajak yang dikecualikan dari kewajiban melapor SPT itu dapat dilihat pada Pasal 
2 PMK-183/PMK.03/2007 tentang  Wajib Pajak Penghasilan Tertentu Yang 
Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan SPT Penghasilan. Wajib pajak 
tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima 
atau memperoleh penghasilan neto tidak melebih PTKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 Undang-undang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan 1984, atau 
wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak 
melakukan pekerjaan bebas. 
B. Pelaksanaan Pembukuan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Utara. 
 1. Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Pembukuan. 
Tabel.2: Hasil Wawancara dengan 15 Responden Wajib Pajak Badan terkait 
kepatuhan dalam penyelenggaraan pembukuan di KantorPelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara di Kota Makassar. 
 
No. 
 
Pertanyaan 
 
Ya 
 
Tidak 
1. Apakah perusahaan yang anda dirikan/tangani saat 
ini sudah melaksanakan kewajiban pembukuan? 
15  
2. Apakah dengan pembukuan yang anda susun sudah 15  
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mempermudah anda untuk menyusun laporan SPT? 
Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 15 wajib pajak badan 
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tersebut, 15 
wajib pajak badan tersebut semuanya sudah menyelenggarakan pembukuan 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan.Dengan menyelenggarakan pembukuan 
tersebut, wajib pajak merasa sangat mudah saat akan menyusun laporan SPT 
yang akan dilaporkan. 
 Sehubungan dengan kewajiban pelaksanaan pembukuan bagi wajib pajak 
badan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 
adapun hasil wawancara dengan petugas pajak, yaitu : 
- Bapak Abdul Samad, SE (Waskon I) Wawancara pada hari Rabu, 23 Maret 
2016 pukul 09.15. 
“Setiap orang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan, maka 
semenjak itu wajib pajak badan tersebut sudah wajib melaksanakan  
pembukuan. Dan bagi wajib pajak badan tersebut hanya boleh melakukan 
pembukuan bukan pencatatan. Petugas pajak membutuhkan pembukuan wajib 
pajak apabila ada indikasi bahwa laporan yang dilaporkan oleh wajib pajak itu 
tidak sesuai, sehingga dilakukan pengujian kepatuhan wajib pajak badan 
tersebut. Terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 
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Utara tersebut, pada umumnya telah melaksanakan pembukuan pajak karena 
dapat dilihat dari audit laporan yang biasanya dilapor oleh wajib pajak”. 
Pembukuan juga perlu dilaksanakan karena ketika petugas pajak melakukan 
pemeriksaan terkait laporan yang dilaporkan, dan ternyata ada indikasi laporan 
yang dilaporkan tidak sesuai, maka saat itu petugas pajak membutuhkan 
pembukuan wajib pajak tersebut. Karena dari pembukuan yang wajib pajak 
serahkan kepada petugas pajak, petugas pajak selanjutnya akan menyesuaikan 
dan memeriksa kembali apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan 
pembukuan yang dibuat oleh wajib pajak. 
Selanjutnya untuk memperjelas pemahaman penulis terkait kewajiban 
pelaksanaan pembukuan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan : 
- Bapak Muhammad Faisol (Supervisor I Fungsional Periksa) Wawancara 
hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 10.00. 
“Setiap wajib pajak badan wajib melaksanakan kewajiban pembukuannya. 
Saat melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), juga wajib melaporkan laporan 
keuangan (neraca, rugi/laba) yang berasal dari pembukuan wajib pajak 
tersebut. Pembukuan yang dibuat juga akan diperiksa apakah sesuai dengan 
Undang-undang atau tidak. Dalam rangka mempermudah pengadministrasian 
pekerjaan maka kita senantiasa mengumpulkan semua data-data yang dianggap 
penting guna kerapian data dalam mengidentifikasi setiap transaksi. 
Pengelompokkan masing-masing kriteria transaksi ada yang bersifat sederhana 
ada juga yang bersifat detail yang disesuaikan dengan jenis usaha, kepentingan 
serta kemampuan para pengelolanya”.  
Pembukuan tersebut yang akan di pergunakan sebagai dasar penghitungan 
pajak terutang pada suatu tahun pajak, selain itu informasi yang benar dan 
lengkap penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak 
yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk 
dapat  menyajikan informasi  yang di maksud. Wajib pajak harus 
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menyelenggarakan pembukuan. Dimana dengan pembukuan tersebut wajib 
pajak dapat mengetahui sendiri berapa besarnya pajak terutang, menyetor dan 
melapor pajak. 
- Wawancara dengan Bapak Bayu Asmara Widayanto (Supervisor II) pada 
hari Kamis, 24 Maret 2016 pukul 11.30. 
”Jenis pengadministrasian keuangan dalam perusahaan guna memudahkan 
perhitungan pajak bagi kedua belah pihak yaitu perusahaan dan pihak kantor 
pajak. Di antara kategori tersebut yaitu pencatatan dan pembukuan.Pencatatan 
yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sederhana mengenai jumlah 
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto guna untuk 
memudahkan pengurusan perpajakan terutama sebagai dasar dalam 
menghitung besarnya pajak yang terutang, baik itu penghasilan yang bukan 
objek pajak ataupun penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final atas 
operasi perusahaan. Pencatatan dilakukan dalam bentuk/format yang mudah 
dibaca dengan mencantumkan periode pencatatan. Sedangkan pembukuan 
didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan namun dilakukan secara rapi dan 
teratur atas data-data transaksi dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa. Output dari pembukuan yaitu laporan keuangan 
yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Sehingga pekerjaan dalam 
pembukuan dilakukan tidak dengan cara yang sederhana melainkan dengan 
detail karena harus menginformasikan posisi keuangan dan hasil usaha dalam 
satu periode pembukuan. 
Untuk di KPP Pratama Makassar Utara ini, para wajib pajak badan yang 
khususnya terdaftar, sudah melaksanakan pembukuan perpajakannya karena 
dapat kita lihat dari kepatuhan para wajib pajak tersebut dalam pelaporan pajak 
yang dilakukan setiap bulan ataupun dalam laporan tahunannya”. 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
2.Pelaksanaan Pembukuan Dengan Syarat-Syarat Yang Ditentukan. 
 Tabel.3: Hasil Wawancara dengan 15 responden Wajib Pajak Badan Terkait 
kesesuaian penyelenggaraan pembukuan dengan syarat-syarat yang 
telah ditentukan. 
 
No. 
 
Pertanyaan 
 
Ya 
 
Tidak 
2. Syarat-Syarat Pembukuan: 
a. Menyelenggarakan pembukuan dengan iktikad 
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 
15  
 
b. Membuat pembukuan di Indonesia. 15  
c. Menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan 
mata uang Rupiah. 
15  
d. Menyusun pembukuan dengan menggunakan 
bahasa Indonesia. 
15  
  Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
  Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 wajib pajak badan, 15 wajib pajak 
badan tersebut telah melaksanakan kewajiban pembukuan. Dalam penyusunan 
pembukuan tersebut ada berbagai persyaratan yang sudah diatur, seperti: 
menyelenggarakan pembukuan dengan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, membuat pembukuan di 
Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, 
dan menyusun pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terkait 
persyaratan yang telah ditentukan tersebut, 15 wajib pajak badan yang telah 
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diwawancara mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan pembukuan 
sesuai dengan persyaratan yang ada tersebut. 
 Terkait persyaratan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembukuan, 
penulis telah melakukan wawancara dengan: 
- Bapak Muhammad Faisol (Supervisor I Fungsional Periksa) Wawancara 
hari Selasa, 17 Mei 2016 pukul 13.40. 
“Dalam penyusunan pembukuan itu sudah ada persyaratan yang telah 
ditetapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap wajib pajak yang akan 
melaksanakan pembukuan, harus terlebih dahulu mengetahui apa yang 
menjadi persyaratan dalam pelaksanaan pembukuan tersebut. Apabila salah 
satu persyaratan tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai 
sebuah pembukuan karena persyaratan tersebut sudah diatur dalam Undang-
undang. Terkait wajib pajak yang sudah diwawancarai, semuanya telah 
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan, sehingga apa yang telah disusun oleh setiap wajib pajak 
tersebut, itu sudah dapat dikatakan pembukuan dan dapat dikatakan bahwa 
wajib pajak tersebut sudaah melaksanakan kepatuhan perpajakan dengan 
baik dalam hal ini pelaksanaan pembukuan tersebut”. 
 Dapat dipahami bahwa dari keseluruhan persyaratan yang telah ditentukan 
dalam Undang-undang, itu harus bisa menjadi suatu acuan bagi wajib pajak dalam 
neyusun pembukuan. Acuan dalam hal ini yaitu dimana wajib pajak dalam 
menyusun pembukuannya haruslah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang 
telah ditentukan. Karena apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka apa 
yang dibuat oleh wajib pajak tersebut tidak dapat disebut sebagai pembukuan. 
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C.Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Yang Tidak Melaksanakan Pembukuan 
Tabel.4: Hasil wawancara dengan 15 responden wajib pajak badan terkait 
pemberian sanksi kepada wajib. 
 
No. 
 
Pertanyaan 
 
Ya 
 
Tidak 
1. Apakah pemeriksa pajak pernah meminta anda untuk 
kembali menunjukkan laporan pembukuan yang anda 
buat? 
2 13 
2. Adakah sanksi yang diberikan kepada anda saat 
ditemukan ketidaksesuaian terkait yang ada 
dipembukuan anda dengan laporan yang anda 
laporkan? 
 15 
Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara. 
Dari 15 wajib pajak badan yang menjadi responden terkait pelaksanaan 
pembukuan, ada 2 wajib pajak badan yang pernah dilakukan pemeriksaan 
terhadap pembukuannya karena petugas pemeriksa pajak menganggap bahwa apa 
yang dilaporkan tersebut tidak sesuai. Akan tetapi dalam pemeriksaan tersebut, 
petugas yang melakukan pemeriksaan tidak langsung menjatuhkan sanksi bagi 
wajib pajak tersebut melainkan masih memberikan peringatan kepada wajib pajak, 
dimana wajib pajak tersebut harus memperbaiki kembali pembukuannya dan 
melakukan pembetulan untuk laporannya. 
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Sehubungan dengan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak 
melaksanakan pembukuan, penulis telah melakukan wawancara dengan petugas 
pajak yang berada khusus pada bagian pemeriksa. 
- Bapak Wibowo Tri Setiawan (Ketua Tim Pemeriksa) Wawancara pada hari 
Senin, 28 Maret 2016 pukul 09.20. 
”Pelaksanaan pembukuan itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap wajib 
pajak salah satunya wajib pajak badan itu sendiri. Dengan melakukan 
pembukuan berarti kita sudah berperan sebagai warga negara yang baik, yaitu 
dengan melaporkan pajak hasil usaha yang dilakukan. Perhitungan pajak 
didasarkan pada laporan keuangan usaha yaitu dari neraca dan laporan laga 
rugi. Akan tetapi mungkin saja masih ada wajib pajak yang tidak melaksanakan 
pembukuan tersebut. Bagi wajib pajak yang belum melaksanakan pembukuan, 
petugas pajak pada umumnya masih memberikan kesempatan bagi wajib pajak 
tersebut agar memiliki iktikad baik untuk melaksanakan pembukuan pajaknya. 
Akan tetapi, apabila wajib pajak tersebut tidak juga melaksankana pembukuan, 
maka sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak mengadakan 
pembukuan tersebut adalah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari 
Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 UU KUP menyatakan bahwa apabila 
kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 (mengenai pembukuan ) 
atau pasal 29 (mengenai pemeriksaan) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang, maka atas kekurangan pembayaran 
pajak tersebut ditagih dengan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) 
ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 
·         50% (lima puluh persen) dari PPh (Pajak Penghasilan) yang tidak atau 
kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 
 
·         100% (seratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak 
atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau 
dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 
 
·         100% (seratus persen) dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang 
dibayar”. 
Akan tetapi, terkait wajib pajak badan yang telah melaksanakan pembukuan, 
tetapi pernah dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuannya, dan ditemukan 
ketidaksesuaian pembukuan dengan apa yang dilaporkan, petugas pajak masih 
memberikan kesempatan bagi wajib pajak agar memiliki iktikad baik untuk 
melakukan perbaikan terhadap pembukuannya.” 
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- Bapak Danar Yudistira (Anggota Pemeriksa) Wawancara pada hari Senin, 28 
Maret 2016 pukul 11.00. 
 
“Pada dasarnya wajib pajak badan sudah melaksanakan pembukuan, tetapi 
kadang kala ada wajib pajak badan yang pembukuannya tidak sesuai dengan 
apa yang dilaporkan. Pada saat ditemukan ketidaksesuaian tersebut, petugas 
pajak akan melakukan pemeriksaan dan meminta wajib pajak untuk 
menunjukkan pembukuannya. Apabila benar terdapat ketidaksesuaian 
pembukuan dan yang telahdilaporkan, pihak petugas pajak akan memberikan 
peringatan awal bagi wajib pajak untuk segera memperbaiki kembali 
pembukuannya, pihak dari petugas pajak tidak bisa secara langsung 
menjatuhkan sanksi bagi wajib pajak, karena diharapkan bahwa wajib pajak 
tersebut masih memiliki iktikad baik untuk memperbaiki pembukuannya”. 
Terkait dengan wajib pajak yang melaksanakan pembukuan akan tetapi 
ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan laporannya, pihak pemeriksa pajak 
tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak tersebut, melainkan pihak 
pemeriksa pajak masih memberika kesempatan bagi wajib pajak tersebut untuk 
memperbaiki pembukuannya dan melaporkan kembali laporannya dengan benar 
dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan selama ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.  Pelaksanaan pembukuan bagi wajib pajak badan yang berada dalam 
lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratam Makassar Utara telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuannya dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-
persyaratan yang telah ditetapkan. Pembukuan tersebut juga dianggap dapat 
mempermudah wajib pajak badan dalam penyusunan laporan. 
2.   Terkait pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan 
pembukuan, sampai saat ini belum ada wajib pajak badan yang langsung 
dijatuhkan sanksi administrasi maupun perdata karena terlebih dahulu hanya 
diberikan peringatan untuk melaksanakan pembukuan. Dan apabila 
ditemukan indikasi ketidaksesuaian pembukuan dan laporan, maka 
pembukuannya akan diperiksa dan diberikan kesempatan untuk 
memperbaiki kembali. Karena dianggap bahwa wajib pajak tersebut masih 
memiliki iktikad baik untuk segera memperbaiki pembukuannya. 
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B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat penulis 
berikan dalam penulisan skripsi ini adalah: 
1.   Wajib pajak badan harus menyelenggarakan pembukuannya dengan tetap 
memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.Bagi wajib 
pajak yang kesulitan dalam penyusunan pembukuan dapat berkonsultasi 
dengan petugas pajak terkait penyusunan pembukuan, agar pembukuannya 
dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara diharapkan dapat memberikan pelatihan-
pelatihan bagi wajib pajak khususnya dalam pelaksanaan pembukuan. 
2.  Petugas pajak harus lebih bertindak tegas terhadap wajib pajak yang 
melaksanakan pembukuan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan 
agar wajib pajak bisa lebih cermat dalam menyusun pembukuannya. 
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